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Musrifah Rosita Dewi, S 351402020, Problematika Yuridis Penggunaan 
Blanko Akta PPAT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diberlakukannya 
kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang 
telah dicabut berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dan diberlakukan 
kembali berdasarkan Surat Edaran Nomor : 543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 
2015 Tentang Pemanfaatan Blanko Akta PPAT. 
 
Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
dengan study kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data dengan teknik analisis kualitatif.  
Dari hasil pembahasandisimpulkan bahwa tanggung jawab PPAT terhadap 
penggunaan blanko akta PPAT dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada 
Surat Edaran Nomor : 543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang 
Pemanfaatan Blanko Akta PPAT maka PPAT bertanggung gugat terhadap pihak 
ketiga terhadap produk yang digunakan, karena tidak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan kerugianterhadappihakketigadibebankankepadapejabat yang 
karenatindakannyaitutelahmenimbulkankerugian, dan berakibat hukum terhadap 
blankoakta PPAT yang dibuatbukanlah sebagaiaktayang otentik. 
Sementaraitukewenangan PPAT dalammembuataktadapatmerujukpadaketentuan 
yang diaturdalamPeraturanKepalaBadanPertanahanNasionalRepublik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2012, karena didalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 
menyatakan bahwa penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dibuat sendiri 
oleh PPAT yang bersangkutan.Kebijakan Kepala BPN dengan mengeluarkan 
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 
543/5.31/II/2015, tertanggal 05 Februari 2015 perihal pemanfaatan blanko akta 
PPAT yang ditujukan kepada seluruh kanwil BPN dan kantor Pertanahan seluruh 
Indonesia sangatlah bertentangan dengan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 karena 
surat edaran tidak bisa mengesampingkan peraturan menteri. Dan peraturan 
menteri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada surat edaran. 
 












MusrifahRosita Dewi, S 351402020, Juridical Problems Using Blanko PPAT deed 
by the Land Deed Official 
 
The purpose of this study was to determine the reintroduction use blank 
deed PPAT oeh Officer deed of land that have been revoked by Perkaban No. 8 of 
2012 and reinstated by Circular No. 543 / 5:31 / II / 2015 On February 5, 2015 
About the Use of Form Deed PPAT. 
Methods used are normative. The type of data in this study are primary 
and secondary data. The data collection is done with the study of literature. Data 
analysis technique used is the technique of data analysis with qualitative analysis 
techniques. 
From the discussion concluded that the responsibility PPAT to use blank 
certificate PPAT in carrying out its duties based on Circular Letter No. 543 / 5:31 
/ II / 2015 On February 5, 2015 About the Use of Form Deed PPAT then PPAT is 
accountable to a third party against the products used, because it does not comply 
with applicable regulations and damages against third parties are charged to an 
authority for his action has caused damages, and legal consequences of the blank 
PPAT deed made not as an authentic deed. Meanwhile the authority of PPAT in a 
deed can refer to the provisions stipulated in the Regulation of the National Land 
Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012, because in Perkaban 
No. 8 of 2012 states that the preparation and manufacture of blank deed made by 
PPAT PPAT concerned. Policy Head of BPN to issue a Circular Letter of the 
National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 543 / 5:31 / II / 2015, 
dated February 5, 2015, concerning the use of blank certificates PPAT addressed 
to all regional offices BPN and the office of the Land throughout Indonesia is 
contrary to Perkaban No. 8 of 2012 because the circular could not rule out a 
ministerial regulation. And the ministerial regulations to have a higher position 
than the circular. 
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